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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Perkawinan merupakan suatu hal yang fitrah bagi manusia. Manusia 

melakukan perkawinan untuk memenuhi tuntutan dari nalurinya sebagai makhluk 

hidup. Hukum positif Indonesia menjelaskan bahwasanya perkawinan merupakan 

sebuah ikatan lahir batin antara sepasang manusia (pria dan wanita) sebagai 

pasangan suami istri yang bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia 

dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.1 Sedangkan menurut Hukum 

Islam, perkawinan merupakan akad yang sangat kuat (mitsaqan ghalizan) yang 

dilakukan dalam rangka mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan 

sebuah ibadah.2 

Sepasang suami dan istri dituntut untuk selalu setia sepanjang berjalannya 

perkawinan. Dalam Kompilasi Hukum Islam, dijelaskan bahwa Perkawinan 

bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, 

dan rahmah. 3  Kata sakinah berasal dari Bahasa Arab yang berarti kedamaian, 

ketentraman, ketenangan, dan kebahagiaan.4 Sedangkan mawaddah berarti kasih 

 
1 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Bab 1 

Dasar Perkawinan, Pasal 1. 
2 Republik Indonesia, Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang 

Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, Buku I Hukum Perkawinan, Bab II Dasar-Dasar 

Perkawinan, Pasal 2. 
3 Ibid., Pasal 3 
4 Tim Redaksi, Kamus Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 

Jakarta, 2008, hlm. 1246. 
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sayang. 5  Rahmah juga berasal dari Bahasa Arab dari kata rahim yang 

memiliki arti belas kasihan dan penyayang.6 

Perkawinan dianjurkan di dalam Islam karena memiliki tujuan yang mulia, 

yaitu memelihara kehormatan diri agar tidak terjerumus ke perbuatan terlarang, 

melanjutkan keturunan, dan membangun kehidupan penuh kasih sayang. 7 

Pernikahan dengan segala kemuliannya dimaksudkan agar terjalin ikatan lahir batin 

dari sepasang manusia yang sifatnya abadi dan bukan hanya untuk sementara 

waktu. Pernikahan menurut hukum Islam pada prinsipnya merupakan ibadah dalam 

rangka mentaati perintah Allah SWT dan hal ini mengisyaratkan bahwa pernikahan 

tidak hanya sekedar ikatan antara sepasang manusia untuk membentuk rumah 

tangga guna memenuhi naluri kebutuhan duniawi, melainkan juga dimaksudkan 

untuk memenuhi kebutuhan ukhrowi (akhirat) dikemudian hari.8 

Namun realita menunjukkan bahwasanya tujuan untuk menjalani hidup 

bersama dengan kesetiaan kerap kali diabaikan. Janji yang diucapkan dan diyakini 

di awal pernikahan seringkali terabaikan di tengah jalan. Meskipun pernikahan 

merupakan sebuah hal yang sangat sakral dan memiliki tujuan yang sangat mulia, 

namun kenyataannya tidak semua orang dapat mewujudkan hal tersebut. Seringkali 

didengar berbagai pemasalahan di kehidupan pernikahan, contohnya seperti 

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), pemaksaan izin poligami, 

perselingkuhan, dan masih banyak lagi.  Baik suami maupun isteri, dapat saja 

 
5 Ibid., hlm. 930. 
6 Ibid., hlm. 1555. 
7 Ach. Puniman, “Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang N0. 1 

Tahun 1974”, Jurnal Yustitia Vol. 19 No.1 Mei 2018, hlm. 86.  
8 Dewani Romli, Fiqih Munahat, Fakultas Syariah IAIN Raden Intan, Lampung, 2009, hlm. 

17. 
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tergoda dengan orang lain sehingga memunculkan sebuah hubungan 

perselingkuhan. Terjadinya perselingkuhan ini sendiri, sejatinya mengurangi atau 

bahkan merusak sakinah, mawaddah, dan rahmah dalam pernikahan. 

Perselingkuhan sendiri dapat berbentuk emosional ataupun fisik (seksual). 

Apabila perbuatan selingkuh yang dilakukan oleh seorang suami atau isteri 

telah melakukan persetebuhan maka perbuatan tessrsebut telah masuk ke kategori 

perzinahan. Zina pun diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan 

diartikan sebagai persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang 

telah kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan merupakan istri atau 

suaminya, perbuatan zina ini diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan 

bulan. 9  Berdasarkan ketentuan pada Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana, maka unsur-unsur perzinahan adalah telah kawin, terdapat aduan dari suami 

atau istri yang tercemar, dan si-turut serta melakukan mengetahui bahwasanya 

pasangannya telah terikat dalam sebuah perkawinan.10 

Persetubuhan yang dilakukan antara laki-laki dan perempuan tentunya 

berpotensi untuk membuahkan janin. Janin ini pun akan tumbuh menjadi bayi 

dalam waktu beberapa bulan. Apabila seseorang terikat dengan sebuah perkawinan, 

kemudian dilakukan persetubuhan atau hubungan seksual dengan wanita atau pria 

 
9  Republik Indonesia, Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan tentang 

Hukum Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), Bab XIV Kejahatan Terhadap Kesusilaan, 

Pasal 284.  
10  Lidya Suryani Widayati, “Revisi Pasal Perzinaan Dalam Rancangan KUHP: Studi 

Masalah Perzinaan Di Kota Padang Dan Jakarta,” Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Fakultas 

Hukum Universitas Islam Indonesia Vol. 16 No. 3, Juli 2009, hlm. 319. 
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lain yang bukan merupakan suami atau istrinya yang mengakibatkan kehamilan dan 

kelahiran anak, maka anak tersebut dinamakan anak zina.11  

Istilah anak zina ini pun perlu dijelaskan secara spesifik pula, karena 

seringkali anak zina disebut anak tidak sah ataupun anak di luar kawin, padahal 

terdapat perbedaan yang besar di antara setiap istilah tersebut. Anak sah memiliki 

arti yaitu anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah.12 Merujuk pada Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan dianggap sah 

apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya 

itu dan tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan 

yang berlaku.13 Anak tidak sah merupakan anak yang lahir dari perkawinan yang 

tidak sah secara hukum Indonesisa. Dengan kata lain, anak tidak sah merupakan 

anak yang dihasilkan dari perkawinan yang tidak dicatatkan, atau dikenal dengan 

perkawinan di bawah tangan.14 Secara fiqih, perkawinan tersebut dianggap sah, 

akan tetapi tetap tidak diakui oleh peraturan perundang-undangan dan sistem 

hukum di Indonesia.15 Dalam hal perkawinan yang tidak tercatatkan, maka untuk 

mendapatkan legalitas dapat dilakukan melalui isbat nikah ke Pengadilan Agama. 

Apabila permohonan isbat nikah dikabulkan, maka Anak yang terlahir atas 

perkawinan tersebut dengan serta merta menjadi sah dan diakui keperdataannya 

 
11 Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia, Kencana, Jakarta, 

2006, hlm. 81. 
12Republik Indonesia, Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang 

Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, Bab XIV Pemeliharaan Anak, Pasal 99. 
13 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Bab I 

Dasar Perkawinan, Pasal 2.  
14 Retna Gumanti, “Akibat Hukum Anak yang Dilahirkan di Luar Perkawinan yang Sah 

Menurut Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUUVIII/2010 Tentang Anak yang Lahir di 

Luar Perkawinan”, Jurnal IAIN Sultan Amai Gorontalo Al-Mizan Vol. 9 No. 1 Juni 2013, hlm. 22. 
15 Amir Syarifudin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Kencana, Jakarta, 2006, hlm. 

25. 
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oleh Undang-Undang. Akan tetapi selama perkawinannya tidak diisbatkan tentu 

keberadaan anak juga tidak diakui, karena perkawinannya tidak ada dalam sistem 

hukum Indonesia.16  

Anak di luar kawin merupakan anak yang dilahirkan oleh seorang 

perempuan, sedangkan perempuan itu tidak berada dalam ikatan perkawinan yang 

sah dengan pria yang menyetubuhinya dan pengertian di luar kawin adalah 

hubungan seorang pria dengan seorang wanita yang dapat melahirkan keturunan, 

sedangkan hubungan mereka tidak dalam ikatan perkawinan yang sah menurut 

hukum positif dan agama yang dipeluknya. 17  Dalam Kompilasi Hukum Islam 

disebutkan bahwa seorang wanita hamil di luar nikah hanya dapat dikawinkan 

dengan pria yang menghamilinya dan pernikahan tersebut dapat dilaksanakan 

secara langsung tanpa menunggu wanita itu melahirkan, dengan catatan keduanya 

masing-masing tidak terikat dengan perkawinan manapun.18 

Pada umumnya, seorang anak lahir sebagai akibat dari sebuah perkawinan 

sah yang telah berlangsung. Kelahiran seorang anak merupakan hal yang 

didambakan oleh kedua orang tuanya. Saat anak tersebut lahir, maka lahirlah pula 

kewajiban bagi orang tuanya untuk membesarkan anak tersebut. Kedua orang tua 

wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. 19  Namun 

kondisinya akan berbeda jika anak yang lahir tersebut kelahirannya tidak 

diharapkan oleh orang tuanya karena merupakan hasil dari tindakan perzinahan. 

 
16 Retna Gumanti, Op.cit., hlm. 23. 
17 Abdul Manan, Op.cit., hlm. 80-81.s 
18 Republik Indonesia, Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang 

Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, Bab VIIII Kawin Hamil, Pasal 53. 
19 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Bab 

XI, Pasal 54 ayat (1). 
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Apabila kelahiran anak tidak diharapkan oleh kedua orang tuanya, maka yang kerap 

terjadi adalah penelantaran terhadap anak tersebut. Terjadinya pelantaran dapat 

membuat anak atau ibu dari anak tersebut menggugat hak dan hubungan 

keperdataan.  

Salah satu gugatan yang diajukan ke pengadilan berkenaan dengan hak dan 

hubungan keperdataan anak di luar kawin kepada ayah biologisnya terdapat pada 

kasus Wenny Ariani Kusumawardani (Penggugat) yang melawan Rezky Adhitya 

(Tergugat). Wenny telah mengajukan surat gugatan yang diterima dan didaftarkan 

di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 30 Juni 2021. Gugatan 

tersebut menyatakan bahwasanya terdapat hubungan asmara antara pihak 

Penggugat dan Tergugat sejak 2012 dan Tergugat secara nyata menghamili 

Tergugat hingga lahir seorang anak perempuan bernama Naira Kaemita Tarekat 

pada 3 Maret 2013. Namun, dari awal pertemuan Penggugat dan Tergugat hingga 

hari dilahirkannya anak tersebut, Wenny Ariani sebagai Penggugat sejatinya masih 

terikat perkawinan dengan mantan suaminya. Berdasarkan fakta ini, maka dapat 

disimpulkan bahwasanya hubungan asmara antara Penggugat dan Tergugat 

merupakan perzinahan, dan anak yang dilahirkan merupakan anak zina.  

Penggugat menyatakan bahwasanya Tergugat lari dari tanggung jawabnya 

untuk mengurus, menafkahi, dan melakukan kewajiban lainnya sebagai ayah 

biologis dari anaknya. Oleh karena itu, Penggugat mengajukan gugatan terhadap 

Tergugat yaitu berupa ganti rugi biaya pemeliharaan anak, biaya hidup anak, biaya 

sekolah, biaya kesehatan, biaya jaminan masa depan anak, dan kerugian atas 

guncangan psikis sebesar Rp.17.000.000.000,00 (tujuh belas milyar rupiah). 
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Penggugat juga memohon agar diletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) 

terhadap harta kekayaan milik Tergugat yaitu sebuah rumah dan satu buah mobil 

Range Rover.  Berdasarkan berbagai pertimbangan, Majelis Hakim Pengadilan 

Negeri Banten ini menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya. Tidak puas 

dengan putusan ini, Penggugat pun mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi 

Banten.  

Dalam Putusan Sela No. 109/Pdt/2022/PT.Btn, Majelis Hakim 

memerintahkan kepada pembanding bersama anaknya dan terbanding untuk 

menjalani Tes DNA (deoxyribonucleic acid). Berdasarkan hasil Tes DNA tersebut, 

maka Majelis Hakim menyatakan bahwa anak bernama Naira Kaemita merupakan 

anak biologis dari Tergugat/Terbanding dan menolak gugatan 

Penggugat/Pembanding selebihnya dalam sidang terbuka untuk umum pada 20 Mei 

2022.  

Gugatan yang diajukan ini menggunakan Putusan Mahkamah Konstitusi 

Nomor 46/PUU-VIII/2010 sebagai dasar hukumnya. Putusan Mahkamah 

Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 ini merupakan hasil uji terhadap Pasal 43 

Ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Semulanya, Pasal 

43 Ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ini menyatakan bahwa anak yang 

lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan 

keluarga ibunya. Namun setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-

VIII/2010, ketentuan pasal tersebut berubah menjadi anak yang dilahirkan di luar 

perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta 

dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu 
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pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai 

hubungan darah termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.  

Adanya Putusan Pengadilan Tinggi Banten No. 109/Pdt/2022/PT.Btn ini 

menimbulkan sebuah pertanyaan yaitu dapatkah gugatan hubungan keperdataan 

antara anak zina dan ayah biologis menggunakan Putusan Mahkamah Konstitusi 

Nomor 46/PUU-VIII/2010 menjadi dasar hukumnya mengingat Putusan 

Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 mengatur tentang hubungan 

keperdataan anak di luar perkawinan. Catatan penting yang menjadi perhatian 

adalah bahwasanya istilah anak luar kawin pada Putusan Mahkamah Konstitusi 

Nomor 46/PUU-VIII/2010 ini memiliki arti anak hasil perkawinan yang tidak 

tercatat sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tidak termasuk anak 

zina.20 

Berdasarkan uraian di atas, maka terdapat persoalan menyangkut status 

anak zina, karena di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-

VIII/2010, anak tersebut lahir dalam status perkawinan sirih bukan hubungan tanpa 

perkawinan seperti yang terjadi di antara Wenny dan Rezky. Perbedaan peristiwa 

ini menjadi sudut pandang berbeda, yang dapat melahirkan isu hukum berupa 

persoalan kesenjangan antara perbuatan zina dan persoalan hak anak atas 

pengakuan dan tanggung jawab ayah biologisnya. Atas dasar hal tersebut, maka 

perlu untuk dilakukan kajian lebih mendalam mengenai hal tersebut, untuk dapat 

 
20 Verdiyanti A. Alkhansa, “Kedudukan Anak Luar Kawin dalam Memperoleh Hak Waris 

Sebelum dan Sesudah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010”, Tesis UIN 

Jurusan Ahwal Syakhsiyah Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2013, 

hlm. 16. 
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memberikan batasan dan kepastian hukum mengenai hak anak tetapi tidak membuat 

atau membangun isu baru berupa legalisasi perzinaan.  

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang dapat 

dirumuskan adalah sebagai berikut: 

1. Apakah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dapat 

digunakan sebagai dasar hukum gugatan hubungan keperdataan anak zina 

dan ayah biologis? 

2. Bagaimana pertimbangan Hakim tentang penggunaan Putusan Mahkamah 

Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 sebagai dasar hukum gugatan 

hubungan keperdataan anak zina dan ayah biologis pada Putusan No. 

109/Pdt/2022/PT.Btn? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis tentang penggunaan Putusan 

Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 sebagai dasar hukum 

gugatan hubungan keperdataan anak zina dan ayah biologis. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan Hakim tentang 

penggunaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 
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sebagai dasar hukum gugatan hubungan keperdataan anak zina dan ayah 

biologis pada Putusan No. 109/Pdt/2022/PT.Btn. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Dengan adanya penelitian di atas, maka diharapkan dapat memberikan 

manfaat antara lain sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Dengan ditulisnya skripsi ini, Penulis berharap dapat memberikan manfaat 

teoritis sebagai berikut: 

a. Untuk pengembangan ilmu hukum khususnya hukum keluarga dan/atau 

hukum perkawinan terutama dalam halnya penggunaan Putusan Mahkamah 

Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 sebagai dasar hukum gugatan 

hubungan keperdataan anak zina dan ayah biologis. 

b. Untuk penambahan materi dalam proses belajar mengajar baik secara umum 

maupun secara khusus pada pembelajaran ilmu hukum terutama dalam 

hukum keluarga dan/atau hukum perkawinan. 

c. Untuk bahan bagi pengembangan penelitian lanjutan dalam ilmu hukum 

khususnya hukum keluarga dan/atau hukum perkawinan dan lebih 

khususnya lagi terkait hubungan keperdataan anak zina dan ayah biologis. 
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2. Manfaat Praktis 

Dengan ditulisnya skripsi ini, Penulis berharap dapat memberikan manfaat 

praktis sebagai berikut: 

a. Untuk masyarakat, diharapkan dapat memberikan informasi dan edukasi 

mengenai hubungan keperdataan anak zina dan ayah biologis dan dijadikan 

bahan dan ilmu pengetahuan. Selain itu juga agar masyarakat memahami 

dampak dari perzinahan dan menghindarinya. 

b. Untuk aparat penegak hukum, diharapkan penelitian ini dapat memberikan 

sebuah persepsi atau pandangan hukum terkait perkara hubungan 

keperdataan anak zina dan ayah biologis 

c. Untuk lembaga legislatif, penelitian ini diharapkan dapat mendorong 

dibuatnya peraturan perundang-undangan yang menjelaskan definisi pasti 

dari setiap status anak dan menegaskan perbedaan anak zina dengan anak 

luar kawin demi kepastian hukum. 

d. Untuk lembaga eksekutif, penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

kepastian hukum bagi masyarakat Negara Republik Indonesia.  

e. Untuk civitas akademik, diharapkan dapat memberikan kontribusi mengenai 

ilmu pengetahuan terutama di bidang hukum keluarga dan/atau perkawinan. 

 

E. Ruang Lingkup 

Terdapat beberapa penelitian yang serupa namun tidak sama yaitu antara lain 

Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya 2019 yang berjudul “Analisis 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dalam Kedudukan Anak 
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Luar Kawin dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan 

Kompilasi Hukum Islam”. Penelitian ini memberatkan titik fokus kepada anak hasil 

pernikahan sirih pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. 

Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ah Dan Hukum UIN 

Walisongo Semarang 2019 yang berjudul “Kedudukan Anak Hasil Zina dan 

Perlindungan Hukum Menurut Fatwa MUI dan Hukum Positif” juga membahas 

mengenai kedudukan anak zina tetapi berdasarkan Fatwa MUI No. 11 Tahun 2012. 

Ruang lingkup penelitian ini hanya terbatas pada permasalahan yang dibahas 

dalam penelitian ini, yaitu mengenai penggunaan Putusan Mahkamah Konstitusi 

Nomor 46/PUU-VIII/2010 sebagai dasar hukum gugatan hubungan keperdataan 

anak zina dan ayah biologis pada Putusan Pengadilan Tinggi Banten 

No.109/Pdt/2022/PT.Btn dan perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam dalam meninjau permasalahan 

tersebut agar pembahasan penelitian ini dapat terarah dan tidak menyimpang dari 

permasalahan yang akan diteliti. 

 

G. Metode Penelitian 

Metode penelitian merupakan cara-cara ilmiah untuk mendapat data yang 

pasti, yang mana data ini setelah ditemukan akan dikembangkan dan dibuktikan 

untuk mendapat sebuah penemuan dalam bidang pengetahuan tertentu. 21  

 
21 Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, 

Prenadademia Group, Depok, 2016, hlm. 3. 
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1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang telah dijelaskan di atas akan dipecahkan dengan 

menggunakan metode penelitian hukum normatif sehingga penelitian ini 

merupakan penelitian normatif. Metode penelitian normatif adalah 

penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-

bahan kepustakaan dan perundang-undangan.22  E. Saefullah menjelaskan 

bahwa penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang 

mengkaji norma hukum positif sebagai obyek kajiannya. 23Metode ini akan 

digunakan untuk menafsirkan  hubungan keperdataan anak zina dan ayah 

biologis sebagai dasar gugatan.  

2. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum 

adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan 

historis (historical approach), dan pendekatan konseptual (conceptual 

approach). 24  Adapun pendekatan-pendekatan tersebut akan digunakan 

dalam penelitian ini dengan rincian sebagai berikut: 

a. Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach) 

Pendekatan ini dilakukan dengan mengkaji semua peraturan perundang-

undangan yang terkait dengan masalah hukum yang akan dibahas. 

 
22 Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan 

Singkat, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 13. 
23 E.Saefullah Wiradipradja, Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penulisan Karya 

Ilmiah Hukum, Keni Media, Bandung, 2015, hlm.5. 
24 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016, hlm. 

133.  
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Pendekatan hukum ini juga membuka peluang bagi peneliti untuk 

menganalisis kesesuaian antara suatu peraturan perundang-undangan 

dengan peraturan perundang-undangan lainnya. 25  

b. Pendekatan Kasus (Case Approach) 

Pendekatan ini mempelajari bagaimana penerapan kaidah hukum dalam 

sebuah praktik hukum. 26  Pendekatan ini dilakukan dengan cara 

menelaah kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah 

menjadi Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. 

c. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach) 

Pendekatan konseptual muncul dari pandangan dan doktrin yang 

berkembang dalam ilmu hukum. dengan mempelajari pandangan dan 

doktrin tersebut, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan 

pengertian dan konsep hukum. Pemahaman ini akan membantu peneliti 

dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu 

yang dihadapi.27 

 

3. Bahan Hukum 

Bahan hukum yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

 

 

 
25 Ibid., 
26 Jonaedi Effendy dan Johny Ibrahim, Op.cit., hlm. 17. 
27 Peter Mahmud Marzuki, Op.cit., hlm. 134. 
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a. Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang utama. Bahan 

hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi, 

atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan, dan putusan-

putusan hakim.28 Sebagai landasan utama yang dipakai dalam rangka 

penelitian ini, antara lain adalah: 

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata  

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1 

3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186 

4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 

tentang  Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam Lembaran Lepas 

Sekretariat Negara Tahun 1991 dikeluarkan pada tanggal 10 Juni 

1991. 

5. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang 

Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 

 
28 Zainuddin Ali, Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2006 

hlm. 47. 
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6. Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 

746/Pdt.G/2021/PN.Tng tentang Perkara Perbuatan Melawan 

Hukum dan Hubungan Keperdataan Anak dan Ayah antara Wenny 

Ariani Kusumawardani (Penggugat) dan Rezky Adhitya 

Dradjamoko (Tergugat) 

7. Putusan Pengadilan Tinggi Banten No. 109/Pdt/2022/PT.Btn 

tentang Pekara Banding Putusan Pengadilan Negeri Tangerang 

Nomor 746/Pdt.G/2021/PN.Tng tentang Perkara Perbuatan 

Melawan Hukum Hubungan Keperdataan Anak dan Ayah antara 

Wenny Ariani Kusumawardani (Penggugat) dan Rezky Adhitya 

Dradjamoko (Tergugat) 

8. Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berhubungan dengan 

objek penelitian 

b. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang fungsinya 

memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti buku-

buku, jurnal, karya ilmiah, pendapat pakar hukum, dan hasil penelitian 

lainnya ang relevan dengan penelitian ini.  

c. Bahan Hukum Tersier 

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum penunjang yang 

memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder. 

Contohnya seperti kamus huku, ensiklopedia hukum, internet, majalah, 

surat kabar, dan sebagainya.  
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4. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data bahan hukum yang akan digunakan pada penelitian 

mengenai tafsiran hubungan keperdataan anak zina dan ayah biologis 

sebagai dasar gugatan akan ditempuh melalui cara studi pustaka 

(bibliography study) dan juga menelusuri bahan-bahan hukum melalui 

internet. 

 

5. Teknik Analisis Data Penelitian 

Pengolahan dan analisis data tentunya tergantung pada jenis datanya. 

Penelitian hukum normatif hanya mengenal data sekunder saja yang terdiri 

dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, 

maka dalam mengolah dan menganalisis bahan hukum tersebut tidak bisa 

terlepas dari penafsiran.29 Penggunaan metode interpretasi (penafsiran) ini 

bertujuan untuk menafsirkan hukum, apakah terhadap bahan hukum tersebut 

khususnya bahan hukum primer terdapat kekosongan norma hukum, 

antinomi norma hukum dan norma hukum yang kabur. 30 Penafsiran 

memiliki karakter hermeneutik. Hermeneutik atau penafsiran diartikan 

sebagai proses mengubah suatu siuasi ketidaktahuan menjadi mengerti.31 

 
29 Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Edisi 1 Cetakan ke- 

8, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 163. 
30 Meruy Hendrik Mezak, ”Jenis, Metode dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum”, Law 

Review Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Vol. V, No.3. Maret 2006, hlm. 87.  
31 Amiruddin dan Zainal Asikin, Op.cit. 
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6. Teknik Penarikan Kesimpulan 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penarikan kesimpulan 

secara induktif, yaitu penarikan kesimpulan yang diawali dengan hal-hal 

yang sifatnya khusus lalu kemudian baru menuju kepada hal-hal yang 

bersifat umum.   
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